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BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

bahwa berdasarkan Peraturan Menterl Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun
2016 tentang Pedoman Pengeloraan Keuangan Daerah pasal .11 ,,pejabat

Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang dalam melaksanakan tugas dapat
melimpahkan sebagian kewenangan kepada Unit Ker.1a pada Satuan Kerja
Perangkat Daerah selaku Kuasa pengguna Anggaran,,,

bahwa dalam rangka pelimpahan kewenangan dimaksud perlu menunjuk
dan menetapkan Pejabat Kuasa pengguna Anggaran di Lingkungan Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaiingin Barat,

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a
dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kotawaringin Barat.

Undang-undang Nomor 2T Tahun lgsg tentang pembentukan Daerah
Tingkat ll di Kalimantan (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 195g
NomorT2,Tanbahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 1920),

undang-Undang Nomor B Tahun 1g74 tentang pokok-pokok Kepegawaian
( Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1g74 Nomor 55, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3041 ) sebagimana telah diubah dengan Undang-
undang Nomor 43 Tahun199g ( Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 1999 Nomor 47, rambahan Lembaran Negara Republik lndonesia
Nomor 3890 );

Undang-Undang Nomor 1l Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
( Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2003 Nomor 4i, Tanbihan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4286),,

Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara
( Lembaran Negara Republik lndonesia tahun i00+ Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor a3S5);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengetolaan
dan Tanggung Jawab,Keuangan Negara (Limbaran Negara Repubrik
lndonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara nepultit lndonesra
Nomor 4400);
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6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5587);

B. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012lentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barangi jasa

Pemenntah;

10, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 20'11

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

11 Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 32 Tahun 2007
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten
Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat
Tahun 2008 Nomor 32);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 06 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat
Tahun 2016 Nomor: 6);

13. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 20'13 tentang Mekanisme Pelaksanaan
Pembayaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Kotawaringin Barat.

MEMUTUSKAN:

Keputusan Bupati Kotawaringin Barat tentang Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna
Anggaran di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin
Barat;

Menunjuk dan mengangkat yang namanya seperti tercantum dalam lampiran
keputusan ini sebagai Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Badan

Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat;

Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dalam melaksanakan tugasnya bertangungjawab
kepada Pengguna Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten
Kotawaringin Barat;

Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran mempunyai wewenang untuk :

1. melaksanakan anggaran unit keqa yang dipimpinnya;
2. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
3. mengadakan ikatan/perjanjian keqasama dengan pihak lain dalam batas anggaran

yang telah ditetapkan;
4. mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerla yang dipimpinnya;
5. melaksanakan tugas-tugas kuasa pengguna anggaran lainnya berdasarkan kuasa

yang dilimpahkan oleh pejabat pengguna anggaran;
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Tembusan. disampaikan kepada Yth :

'1. lnspektur Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan. Bun.

2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Ktw. Barat di P. Bun.

Dalam pengadaan barang/jasa, kuasa pengguna anggaran sekaligus bertindak

sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;

Keputusan ini berlaku sejak tanggal 02 Januari sampai dengan 31 Desember 2018..

BUPATI KOTAWARINGIN BAR.AT,

NU

Ditetapkan di Pangkalan Bun,
pada tanggal 03 Januari 2018



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR : 9571+ I/BPKADIaOLS
TANGGAL : 03 JANUAT| 2018

H. A. BAHRUDINNOR, SE, M,5i
19530101 198303 1 030
Pembina Tintkat I (tvlb)
Sekretaris

A. Program Pelayanan Administrasi perkantoran

B. Protram Penintkatan Sarana dan prasarana

Aparatur

C. Program Penintkatan Disiplin Aparatur

1 Penyediaan lasa Surat Menyurat
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3 Penyediaan-lasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/

Operasional

4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
5 Penyediaen.rasa Kebersihan Kantor
6 Penyediaanlasa Perbaikan peralaian (eria
7 PenVediaan Alat Tulis Kantor
8 Penyediaan Barang Cetakan dan penggandaan

9 Penyediean Komponen lnstalasi Lastrik/ peneranBan Bangunan
Kantor

10 Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor
11 Rapat-Rapat Xoordinasidan Konsultasr ke LL/ar Daerah

EADAN XESATUAN

BANGSA DAN POLITIX NIP

Pangkat/Gol
Jabatah

D. Program Peningkatan Xapasitas Sumber Daya
Aparatur

1 Pengadaan perlentkapan gedung kantor
2 Pehgadaan peralatan gedung kantor
3 Pengadaan Meubeler
4 Pemellharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
5 Pemeliharaan Rutin/ Berkala peralatan Gedung Kantor
6 Rehabilitasi Sedan&/ Berat Gedung Kantor

1 Pengadaan mesrn / kartu absensi
2 Pentadaan Pakaian Dinas Beserta perlengkapannya

3 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu.

1 Eimbingan Teknis Implementasi peraturan

Undangan

No

I

Nama Badan / Dinas

/ Unit Kerja Satuan
Daerah

Peiabat Kuasa Pengguna Anggaran (KpA) Nama Program Nama Kegiatan Keterangan

3 4 5 6

KesbanB Hal. 1

PerundanB
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CHRISTINCE, BA

19660520 198602 2 004
Pembina (lVla)
Xepala Bidant Ketahanan
tkonomi dan Sosbud dan
ORKTSMAS

SENIMAN, S,IP.

19671017 198a03 1 oo9
Pembina (lvla)
Kepala Bidang penanganan

Konllik dan l(ewaspadaan
Nasional

Dalam

Nama

NIP

Pahgkat/Gol
.rabatan

Nama

NIP

PanSkat/Gol
Ja batan

Na ma

NIP

PanSlat/Gol
Jabatan

HAFII.UDDIN, SE

19680811 199703 1 007
Pembina (tvla)
Kepala Bidang politik
NeBeri

F. Protram peningkatan pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Xinerja dan Xeuan8an

A. ProBram Pendidikan politik Masyarakat

A. Protram Pentembantan Wawasan Xebangsaan

B. Program Xemitraan pentembangan Wawasan
Kebangsaah

C. Protram peningkatan Kapasitas Organisasi dan
lelnbaga Kemasyarakatah

A. Program Pemeliharaan Xantramtibmas dan
Pence8ahan Tindak Kriminal

1 Penyusunan Laporan Capaian Kafleria dan lkhtisar Realisasi
Kaneria SKPD

2 Pehyusunan Pelaporan Semesteran
3 Penyusunan Pelaporan Keuangan AkhirTahun.

1 Penyuluhan Kepada Masyarakat
2 Koordinasi Forum-forum Oiskusi politik

I Peningkatah Rasa Solidaritas dan tkatan Sosial Dikalangan
Masyarakat

2 Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan nilai_nilai luhur
budaya bangsa

1 Pencapaian halaqoh dan berbagai Forum ke Agamaan larnnya
dalam upaya peningkatan Wawasan Kebangsaan

1 Pembinaan Organisasj Masyarakat dan Lembaga Swadaya
Masyarakat

2 Monitoring Evaluasi dan pelaporan Organisasj Masyarakat dan
tembaga Swadaya Masyarakat.

1 Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan Dalam
Tehknik Pencegahan (ejah.tan

2 Pencegahan dan penantanan Konflik Sosial.
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